BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:

1. Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam
Proses Penyidikan ditur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, dipertegas
dengan 114 KUHAP bahwa “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu
tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib
memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan
hukum (akan tetapi tidak ada sanksi bagi penyidik); dan Pasal 117 bahwa
“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan
dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.

2. Akibat Hukum Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Hak-Hak
Tersangka Bagi Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan.Pasal 143 ayat (3)
KUHAP juga disebutkan apabila Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak
memenuhi syarat materiil maka BAP akan cacat hukum, yang juga akan
menjadikan Dakwaan Batal Demi Hukum, selanjutnya Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1565/K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dalam
pertimbangan menyebutkan bahwa “apabila syarat-syarat penyidikan tidak
dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi

tersangka sejak awal penyidik, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis merekomendasikan
kepada pembuat kebijakan:

1. Agar pelaksanaan ketentuan Pasal 114 KUHAP dapat berjalan maksimal dan
memiliki suatu kepastian hukum maka perlu diatur dalam suatu peraturan
perundang-undangan yang memuat sanksi yang jelas bagi penyidik yang tidak
memenuhi kewajibannya dalam memberitahukan kepada tersangka terkait
dengan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum, berupa sanksi
Administrasi dalam bentuk menunda kenaikan pangkat dan jika perlu
menurunkan pangkat satu tingkat.

2. Agar tidak terjadi kekerasan dan intimidasi dalam penyidikan, maka perlu
dibuat peraturan tentang pemeriksaan tersangka wajib disaksikan oleh
Penasehat Hukum dan terhadap penyidik yang melakukan intimidasi dan
kekerasan terhadap tersangka diberikan  sanksi baik pidana maupun
administratif. Hal ini untuk mencegah tindakan penyiksaan, dan menjamin
bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan
seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum,
sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang
ada kaitannya dengan penahanan, interograsi, atau perlakuan terhadap setiap

orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.
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